PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2013;

bahwa untuk pengakuan pendapatan piutang rumah sakit yang berasal
dari pihak ketiga dan pengungkapannya dalam laporan keuangan rumah
sakit, perlu dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi
Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XI1/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi,
Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal |

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun
2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Bagian IV angka 3 huruf a dan angka 5 huruf b, serta Bagian VI huruf D
angka 2 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 September 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 September 2016

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd
DEVI KURNIA, SH, MM

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 49
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